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Jakarta, 4 Oktober 2021 — Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian materil
terhadap kata “terintegrasi” dalam Pasal 48 ayat (1) dan frasa “antara lain” dalam Penjelasan Pasal
48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional lImu Pengetahuan
Dan Teknologi (UU 11/2019) sebagaimana diubah dalam Pasal 121 dan Penjelasan Pasal 121
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020) terhadap UUD 1945
pada Senin (04/10), pukul 13.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan.

Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 46/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh Eko Noer
Kristiyanto, S.H., M.H. dan Heru Susetyo, S.H., LL.M., M.Si., Ph.D.

Dalam sidang sebelumnya (21/09), Pemohon menganggap hak konstitusionalnya telah dirugikan
oleh berlakunya ketentuan Pasal 48 ayat (1) a quo karena frasa “yang diintegrasikan” pada pasal
a quo dianggap multitafsir. Hal ini berakibat pada ketidakpastian hukum karena frasa “yang
diintegrasikan” memiliki tafsir tidak jelas apakah hanya terintegrasi koordinasi penyusunan
perencanaan, program, anggaran, dan sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi bidang
penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan untuk menghasilkan invensi dan inovasi
sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional atau
peleburan kelembagaan.

menanggapi Permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyampaikan kepada
Pemohon agar objek pengujian harus jelas dan tidak kabur. Misalnya, pasal-pasal yang diuji tidak
berubah, kejelasan identitas Pemohon sebagai dosen maupun peneliti, termasuk SK Peneliti agar
disebutkan. Selain itu Pemohon agar lebih menjelaskan kerugian konstitusional yang dialami
Pemohon, serta memperkuat lagi penjelasan pertentangan antara norma yang diuji dengan UUD
1945.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra mencermati bahwa pada perihal permohonan, Pemohon
melakukan pengujian Pasal 48 ayat (1) UU Sisnas Iptek. Namun dalam permohonan, Pemohon
ingin juga melakukan pengujian frasa “antara lain” Penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU Sisnas Iptek.

kemudian Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menyoroti aspek penulisan dan tata bahasa
dalam permohonan. (Nano/MHM)
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